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PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE 11
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN 2025 - 2029

Telah dilakukan reviu ke - II atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi
Bandung tahun 2025 sebagai tindaklanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja
Tahun 2025 serta penetapan Renstra dan IKU 2025-2029 Mahkamah Agung RI,
hal tersebut merupakan dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen
perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, subtansi
yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung
menjadi tanggung jawab pengampu pada Pengadilan Tinggi Bandung.
Informasi perubahan data yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Bandung dapat digunakan dalam penyusunan dokumen terkait

lainya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

- Semula Menjadi Alasan Perubahan

1. | Pimpinan Pimpinan Pengadilan | Terdapat pergantian Ketua
Pengadilan  Tinggi | Tinggi Bandung, menjadi | Pengadilan Tinggi
Bandung, semula | Hery Supriyono. Bandung, pelantikan
Syahlan. tanggal 3 Februari 2026.

Berdasarkan hasil reviu diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi
Bandung tahun 2025-2029 sudah relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur

pencapaian kinerja pada Lima Tahun mendatang.
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g, 25 Februari 2026 ,
¥ailan Tinggi Bandung,-@”w
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REVIU KE II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN 2025-2025

Reviu Ke-II. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung direviu sebagai
tindaklanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 serta
menyelaraskan denga Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025 - 2029 sesuai
dengan SK KMA Nomor 167 /KMA/SK.RA1.3/1X/2025 Tentang Rencana Strategis
Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor
27101 /SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

NO Koreksi/Perubahan Halaman
1. Perubahan Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung 11, 44

Bandung, 25 Februari 2026
Ke m adilan Tinggi Bandung, {f

w
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BERITA ACARA
REVIU KE -IT1INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Pada hari ini, 25 Februari 2026 bertempat di kantor Pengadilan Tinggi
Bandung, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung
mengalami perubahan, pada penandatangan dokumen, dikarenakan terdapat
pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan pelantikan oleh YM

Ketua Mahkamah Agung RI, Tanggal 3 Februari 2026.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di
kemudian hari mengalami perubahan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan

yang berlaku.

andung, 25 Februari 2026

fad



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/11/2026

TENTANG
PENETAPAN REVISI KE-2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

o

. bahwa menindaklanjuti perubahan Renstra Mahkamah Agung RI
tahun 2025 - 2029 sesuai dengan SK  KMA  Nomor
167 /KMA/SK.RA1.3/1X /2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah
Agung Rl Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor
27101 /SEK/SK.RA1.3/X /2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-
2029

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

L

dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kelua
Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penctapan Revisi Ke-2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 pada Pengadilan
Tinggi Bandung:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung:

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

3.

Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045;

4. Peraturan...




4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi:

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2025-2029;

11.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
167/KMA/SK.RA1.3/1X/2025 Tentang Rencana Strategis
Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

12 .Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
27101 /SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2025-2029

Memutuskan...



MENETAPKAN:

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TENTANG PENETAPAN REVISI KE-2 INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PADA PENGADILAN
TINGGI BANDUNG

Menetapkan Revisi Ke-2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Tinggi Bandung tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan
dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi
Bandung;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Februari 2026 lﬂhﬂ?,
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,




SATUAN KERJA

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Tentang Penetapan Revisi ke-2 Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/I1/2026

Tanggal : 25 Februari 2026

MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

: PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI
SASARAN INDIKATOR PENANGGUNG
NO. KINERJA KINERJA UTAMA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
1. | TERWUJUDNYA | 1.1. Persentase
PROSES Perkara yang JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
PERADILAN diselesaikan X 100%
YANG EFEKTIF, tepat waktu; JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN
TRANSPARAN,
AKUNTABLE, Perkara: E-Cakra
RESPONSIF DAN - Pidana (Elektronik
MODERN - Tipikor Catatan: Capaian
- Perdata Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara . Kinerja),
tepat waktu adalah penyelesaian perkara sejak mendapatkan Panitera Laporan
nomor register sampai perkara di minutasi; Bulanan dan
Laporan
Tahunan

Dasar Hukum:




NO'.

KINERJA

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4 /2021
tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Perkara vang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun
berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu
adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk).
Jumlah Perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.




SASARAN INDIKATOR PENANGGUNG
NO.- | KINERJA KINERJA UTAMA PENJELASAN JAWAB | SUMBER DATA
1.2. Persentase
pengiriman JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA
Salinan YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU
putusan tepat X 100%
waktu oleh JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS
pengadilan
ingeat
kepada Catatan: (Elektronik
. Capaian
pengadilan Kineri
pengaju. e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Panitera inerja),
. . : . Laporan
tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Bul d
Perkara: Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ulanan dan
. Laporan
- Pidana Tahunan
- Tipikor ¢ Salinan Putusan Perkara diberikan kepada para pihak
- Perdata baik secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dan surat tercatat/Pihak Ketiga sejak
perkara diputus sampai Salinan putusan dikirimkan ke
Pengadilan Pengaju..
1.3. Persentase
puulsal:i JUMLAH PUTUSAN YG DIUNGGAH PADA
pengadilan DIREKTORI PUTUSAN , Laporan
yang X 100% 1 d
diunggah JUMLAH PUTUSAN YANG DIMINUTASI Bulanan dan
pada direktori Pani %ak};oran
putusan anitera ahunan
Catatan: . :
Aplikasi E-
e Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pclalilf;

Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan unggahan
putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat
perkara diminutasi.




INDIKATOR

- PENJELASAN UMBER
NO.|  KINERJA | KINERJA UTAMA Jawas__| S s
Dasar Hukum
e Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 -
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.
1.4. Persentase
perkara JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN
perdata pada MENGGUNAKAN E-COURT
tingkat X 100%
banding yang JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN
menggunakan
Sreond. Catatan :
o Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata
yang diajukan upaya hukum banding. E-
Cakra(elektronik
e Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum Capaian
banding meliputi jumlah perkara perdata yang Kinerja),
mengajukan upaya hukum banding secara elektronik Panitera Laporan
melalui e-Court dan Perkara perdata yang mengajukan Bulanan
upaya hukum banding secara konvensional. dan
Laporan
Tahunan

Dasar Hukum:

e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

e Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara
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INDIKATOR

PENANGGUNG

. PENJELASAN
NO.|  KINERJA | KINERJA UTAMA JAWAR | TINOER DATA
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik.
1.5 Persentase
perkara JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN
pidana pada MENGGUNAKAN E-BERPADU
tingkat . = X 100%
banding yang JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN
menggunakan | oo eoean .
e-Berpadu e Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana
yang diajukan upaya hukum banding. Laporan
e Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya ) Bulanan
hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang Panitera dan
mengajukan upaya hukum banding secara elektronik 'll":ti:omn
unan

melalui e-Berpadu dan  perkara  pidana yang
mengajukan upaya hukum  banding secara
konvensional.

Dasar Hukum:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

i1




SASARAN INDIKATOR PENANGGUNG
KINERJA KINERJA UTAMA PENJELASAN JAWAB | SUMBER DATA

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik

e Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik
2. | MENINGKATNYA | 2.1Indeks kepuasan
TINGKAT pengguna INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
KEYAKINAN layanan
DAN pengadilan
KEPERCAYAAN berdasarkan Catatan:
PUBLIK standar layanan | Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat

yang ditetapkan; | pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan
kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian; Laporan Survey
4. Biaya/tarif; Prianylan
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; Paniltisa dia
6. Kompetensi pelaksana; Laporan
7. Perilaku pelaksana; Tahunan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.
Dasar Hukum :

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:
1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan pengaduan;
3. Pelayanan permohonan informasi.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

12




INDIKATOR

PENJELASAN
NO.| KINERJA | KINERJA UTAMA AN || TR
3. | TERWUJUDNYA |3.1. Indeks Catatan :
MANAJEMEN Profesionalit Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
PERADILAN as  Aparatur | terdiri dari: Labhbi
YANG Sipil Negara (IP | 1. Kompetensi (40%) T ahulrjl arv et
TRANSPARAN ASN) Satuan | 2. Kinerja (30%) Sekretrais alporan IPASN
DAN Kerja 3. Kualifikasi (25%) ' s A
PROFESIONAL Pengadilan 4. Disiplin (5%) PSIKEP% e
Dasar Hukum :
Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.
3.2. Nilai Indikator | Catatan :
Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
Pelaksanaan a. Revisi DIPA (10%)
Anggaran b. Penyerapan Anggaran (20%)
(IKPA) Satuan | c. Penyelesaian Tagihan (10%)
Kerja d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai [KPA)
Pengadilan e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Laporan
f. Belanja Kontraktual (10%) Bulanan,
g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) Semester,
h. Capaian Output (25%) Sekretaris Triwulan,
Tahunan dan
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran Aplikasi Monev
kinerja tahun berjalan. Kemenkeu RI
Dasar Hukum Peraturan Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang
Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
3.3. Nilai Kinerja | Catatan : Ymran
Perencanaan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Bu&nan
Anggaran. a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: Sekretaris Semester’
- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Triwulan'

- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)

13




SASARAN INDIKATOR PENANGGUNG ;
NO. KINERJA KINERJA UTAMA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
- Agregasi Capaian RO Satker (30%) Tahunan dan
b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai Aplikasi Monev
kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran Kemenkeu RI
kinerja tahun berjalan.
3.4, Nilai Indikator | Catatan :

Pemgelolaan
Aset (IPA)
Satuan Kerja
Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk
mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja
tahun berjalan.

Dasar Hukum :

e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024
tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun
2024

e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah

Sekretaris

Laporan
Tahunan
Aplikasi e-
Sadewa , Siman,
MonSAKTI dan
Laporan
Realisasi
Anggaran

A

14




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jalan Cimuncang No. 21D, Padnsuka Kecama{an Clbeunymg Kidul
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, « -bandung good, info @pt-bandung. go.id

KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Sasaran Kinerja I - Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,
akuntabel, rensponsif dan modern.

Indikator Kinerja Utama 1.1
Kamus IKU

Nama IKU Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Definisi Mengukur penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor dan

Perkara Perdata, yvang diselesaikan tepat waktu.

1. Perkara Perdata dan Perkara Pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan
SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian
Perkara Perdata dan Perkara Pidana pada pengadilan
tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3
bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk
penyelesaian minutasi berkas perkara.

2. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat
waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Formula

Perhitungan A
PTW [Perkara] = EX 100%

PTW [Perkara] = Penyelesaian Perkara Perdata Tepat
Waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
pada tahun berjalan

Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi
pada tahun Berjalan

Satuan Persentase (%)

Trend/ Polaritas | Positif (semakin tinggi semakin baik)

A

Il

B

Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan,

Sasaran Diukur Akuntable, Responsif Dan Modern
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Sumber Data

e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan,
laporan tahunan dan informasi jangka waktu.

Periode
Pengambiian Data

Setiap akhir bulan

Metode
Pengambiian Data

Pengumpulan data perkara

Frekuensi
Pemantauan dan
Pelaporan

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Threshold/
Ambang Kinerja

< 50% Buruk
50 — 70% Baik
>70% Sangat Baik

Penanggung

Panitera

KPI Terkait

1. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat

waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada
pengadilan.
pengaju. Index persepsi stakeholder yang puas

terhadap layanan peradilan.

Indikator Kinerja Uatama 1.2

Kamus [KU

Nama IKU

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh|
pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.

Definisi

Mengukur jumlah salinan putusan perkara yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman
pada Surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021
Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi
Pemberkasan Perkara.

dan

Pada Pengadilan Tinggi Bandung perkara yang dikirimkan
ke Pengadilan Pengaju terdiri dari Perkara Perdata,
Perkara Pidana Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Formula
Perhitungan

A
PSPTW [Perkara)] = 7 X100%

PSPTW = Pengiriman salinan putusan yang tepat waktu.

A =Jumlah pengiriman salinan putusan tepat waktu

oleh pengadilan tingkat banding kepada

B = Jumlah Perkara yang diputus.

Satuan

Persentase (%)

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)
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Sasaran Diukur

Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntable, Responsif Dan Modern

Sumber Data

e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan,
laporan tahunan dan informasi jangka waktu

Periode
Pengambiian Data

Setiap akhir bulan

Metode
Pengambiian Data

Pengumpulan data perkara

Frekuensi
Pemantauan dan | Positif (semakin tinggi semakin baik)
Pelaporan
Threshold/ < 50% Buruk
Ambang Kinerja |50 - 70% Baik
>70% Sangat Baik
Penanggung Panitera
KPI Terkait

1. Salinan putusan Perkara Pidana yang diselesaikan
tepat waktu

2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan

Indikator Kine::_ia Uatama 1.3

Kamus IKU

Nama IKU Pd.:rscntsolsc putusan pengadilan yang diunggah pada
direktori putusan.

Definisi Mengukur putusan yang di unggah pada direktori
putusan, dengan tujuan untuk mengukut kepatuahan
pengadilan tinggak dalam mengunggah putusan pada
direktori putusan, unggahan putusan dilaksanakan
paling lambat saat perkara di minutasi, sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.

Frsnmale USP — DP [salinan putusan] = A x100%

Perhitungan B

USP-DP [Salinan Putusan] = Upload Salinan Putusan
pada Direktori Putusan

A = Jumlah Salinan Putusan yang diunggah pada
direktori putusan
B = Jumlah jumlah putusan yang diminutasi.




Satuan Digunakan

Persentase (%)

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntable, Responsif Dan Modern

Sumber Data

e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan,
laporan tahunan dan informasi jangka waktu

Periode
Pengambiian Data

Setiap akhir bulan

Metode
Pengambiian Data

Pengumpulan data perkara

Frekuensi

Pemantauan dan | Positif (semakin tinggi semakin baik)
Pelaporan

Threshold/ < 50% Buruk

Ambang Kinerja 50 - 70% Baik

>70% Sangat Baik

Penanggung Jawab Panitera

KPI Terkait

Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Uatama 1.4

Kamus IKU

Nama IKU Persentase perkara perdata pada tingkat banding
yang menggunakan e-Court

Definisi Mengukur jumlah perkara perdata pada tingkat
banding yang menggunakan e-Court terhadap perkara
yang diajukan secara konvensional sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan
secara elektronik.

Formula A

PPeC = —=X10
Perhitungan BE =pgioin

yang diselesaikan

PPeC = Perkara Perdata tingkat banding yang
menggunakan e-CourtKasasi

A = Jumlah Perkara perdata tingkat banding
yang ajukan menggunakan e-Court

B = Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding

Satuan Digunakan

Persentase (%)
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Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif,
Transparan, Akuntable, Responsif Dan Modern

Sumber Data

e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan
bulanan, laporan tahunan dan SIPP

Periode
Pengambiian Data

Setiap akhir bulan

Metode
Pengambiian Data

Pengumpulan data perkara

Frekuensi
Pemantauan dan
Pelaporan

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Threshold/ Ambang
Kinerja

< 50% Buruk
S50 - 70% Baik
>70% Sangat Baik

Penanggung Jawab

Panitera

KPI Terkait

1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Uatama 1.5

Kamus IKU

Persentase perakra Pidana pada tingkat banding yang
Nama IKU

menggunakan e-Berpadu.
Definisi

Mengukur pelasanaan administrasi perkara dan
persidangan perkara pidana (Pidana/Pidana Anak/
TIPIKOR) pada tingkat banding yang menggunakan e-
Berpadu dan melakukan perhitungan perbandingan
dengan administrasi perkara pidana yang diajukan
secara konvensional.

Peaksanaan administrasi perkara pidana pada
tingkat banding yang menggunakan e-berpadu sesuai
dengan perma 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana

Formula Perhitungan

A
PPeB = -B-—X 100%

PPeB = Persentase Perkara Pidana pada tingkat
banding yang menggunakan e-Berpadu

A = Jumlah Perkara Pidana tingkat banding
yang ajukan menggunakan e-Berpadu

B = Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding
yang diselesaikan
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Satuan Digunakan

Persentase (%)

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif,
Transparan, Akuntable, Responsif Dan Modern

Sumber Data

e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan
bulanan, laporan tahunan dan SIPP

Periode
Pengambiian Data

Setiap akhir bulan

Metode
Pengambiian Data

Pengumpulan data perkara

Frekuensi
Pemantauan dan Positif (semakin tinggi semakin baik)
Pelaporan
Threshold/ Ambang | < 50% Buruk
Kinerja 50 - 70% Baik
>70% Sangat Baik
Penanggung Jawab Panitera
KPI Terkait 1.Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kinerja II -

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan

Publik.

Indikator Kinerja Uatama 2.1

Kamus IKU

Nama IKU

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Definisi

Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi
dalam memberikan pelayanan publik kepada
Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks
ini didapat dari hasil survey yang dilakukan
berdasarkan kepada PERMENPAN Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyenggara Pelayanan Publik.
Variabel pengukurannya adalah: persyaratan
pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk
spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana,
perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana
dan masukan, sarana dan prasarana.

Formula
Perhitungan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Satuan Digunakan

Indeks sekala 4 dengan representasi persentase (skala
100%)
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Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)
Susaran Dhilos Men{ngkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan
Publik
Sumber Data Laporan Survey triwulan dan Laporan Tahunan
Periode Triwul
Pengambiian Data rwulanan
Metode s leh 1 Pengadil
Pengambiian Data urvey oleh pengguna layanan Pengadilan
Frekuensi
Pemantauan dan Positif (semakin tinggi semakin baik)
Pelaporan
Threshold/ Ambang |1.00 — 2.5996 (Tidak Baik)
Kinerja 2.60 - 3.064 (Kurang Baik)
3.0644 - 3.532 (Baik)
3.5324 - 4 (sangat Baik])
Penanggung Jawab ——
KPI Terkait 1. Persentase penyelesaina perkara secara tepat
waktu.
2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat
waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada
Pengadilan Pengaju.
Sasaran Kinerja III - Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan
dan Profesional
Indikator Kinerja Uatama 3.1
Kamus IKU
Nama IKU Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negera (IP ASN)
Satuan Kerja Pengadilan.
Definisi Instrumen pengukuran untuk menilai tingkat
profesionalitas setiap pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) serta memetakan dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM) agar kinerja organisasi
pengadilan dapat mencapai tujuan strategisnya
Formula Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP
Perhitungan ASN) terdiri dari:
1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
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4. Disiplin (5%)

Satuan Digunakan

Nilai 1-100 serta nilai konversi menjadi Index skala 4

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
agar kinerja organisasi pengadilan dapat mencapai
tujuan strategisnya.

Sumber Data

Laporan IP ASN pada aplikasi SIKEP

Periode
Pengambiian Data

Tahunan

Metode
Pengambiian Data

Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan
Aplikasi Monev Kemenkeu RI

Frekuensi
Pemantauan dan
Pelaporan

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Threshold/ Ambang
Kinerja

Nilai :

91 - 100,Sangat Tinggi
81 - 90,Tinggi

71 - 80,Sedang

61 - 70,Rendah

< 60,Sangat Rendah

Index:

3.64 - 4.00, Sangat Tinggi
3.24 - 3.63, Tinggi

2.84 - 3.23, Sedang

2.44 - 2.83, Rendah

< 2.44, Sangat Rendah

Penanggung Jawab

Sekretaris

KPI Terkait

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
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Indikator Kinerja Uatama 3.2

Kamus IKU

Nama IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran [[KPA]
Satuan Kerja Pengadilan

Definisi Nilai Kinerja Rencana Anggaran merupakan nilai yang
mencerminkan kesesuaian antara rencana anggaran
dengan kebutuhan program dan kegiatan, konsistensi
perencanaan dengan pelaksanaan, serta keterkaitan
anggaran dengan target Kinerja yang ditetapkan.

Formula Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggara:

Perhitungan a. Revisi DIPA (10%)

b. Penyerapan Anggaran (20%)

c¢. Penyelesaian Tagihan (10%)

d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

f. Belanja Kontraktual (10%)

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

h. Capaian Output (25%)

Satuan Digunakan

Nilai

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

Sumber Data

Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan
Tahunan, Aplikasi Monev Kemenkeu /Spanint
Kemenkeu

Periode
Pengambiian Data

Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Metode
Pengambiian Data

Laporan penilaian pada aplikasi Monev Kemenkeu RI

Frekuensi
Pemantauan dan
Pelaporan

Positif (semakin tinggi semakin baik)
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Threshold/ Ambang
Kinerja

Sangat Baik: nilai IKPA = 95

Baik: nilai IKPA 2 89 sampai < 95
Cukup: nilai IKPA = 70 sampai < 89
Kurang: nilai IKPA < 70

Penanggung Jawab

Sekretaris

KPI Terkait

1. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat
waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada
pengadilan pengaju.

2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Indikator Kinerja Uatama 3.3

Kamus IKU

Nama IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Definisi Instrumenpengukuran untuk menilai kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja yang dikelola oleh
Satuan Kerja (Satker) Pengadilan serta memastikan
bahwa anggaran negara yang telah disetujui dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan
secara efisien, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan
perencanan serta regulasi yang berlaku.

Formula Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

Perhitungan a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon 1 (25%)
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan
pengukuran kinerja tahun berjalan.

Satuan Digunakan

Nilai

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan anggaran
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Sumber Data

Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan
Tahunan, Aplikasi Monev Kemenkeu.

Periode
Pengambilan Data

Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Metode
Pengambilan Data

Laporan penilaian pada aplikasi Monev Kemenkeu RI

Frekuensi
Pemantauan dan
Pelaporan

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Threshold/ Ambang
Kinerja

Sangat Baik: nilai IKPA = 95

Baik: nilai IKPA = 89 sampai < 95
Cukup: nilai IKPA 2 70 sampai < 89
Kurang: nilai IKPA < 70

Penanggung Jawab

Sekretaris

KPI Terkait

1. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat
waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada
pengadilan pengaju.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator Kinerja Uatama 3.4

Kamus IKU
Nama IKU Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
- Pengadilan.

Definisi Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah salah satu
indikator dalam IKPA yang mengukur Kkualitas
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan
kerja.

Formula Area Administrasi (Bobot 30%)

Perhitungan Area Efisiensi & Efektivitas (Bobot 30%)

Area Kepatuhan (Bobot 20%)
Area Akuntabilitas (Bobot 20%)

kol o o

25



Satuan Digunakan

Index skala 4

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Meningkatnya kualitas kinerja Pengelolaan Aset
Barang Milik Negara.

Sumber Data

Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan
Tahunan, Aplikasi e-Sadewa.

Periode
Pengambilan Data

Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Metode
Pengambilan Data

Laporan penilaian pada aplikasi e-Sadewa

Frekuensi
Pemantauan dan
Pelaporan

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Threshold/ Ambang
Kinerja

Sangat Baik: > 3,50
Baik: 3,00 - 3,50
Cukup: 2,00 - 2,99

Kurang: < 2,00

Penanggung Jawab Sekretaris

KPI Terkait ﬂ)ndeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
erdasarkan standar layanan yang ditetapkan;
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Lampiran 111

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Tentang Penetapan Revisi ke-2 Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/11/2026

Tanggal : 25 Februari 2026

ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Analisa IKU terhadap pemenuhan kriteria SMART, yaitu Specific, Measurable,
Achievable, Relevant dan Time Bound yang diimplementasikan oleh Pengadilan
Tinggi Bandung sebagaimana laporan analisa berikut ini:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi

Bandung adalah sebagai berikut:

No. Sasaran IKU Penjelasan
Kinerja
Persentase Perkara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
yang diselesaikan Jumlah Perkara yang Diselesaikan "%
tepat waktu;
Persentase
pengiriman Salinan
putusan tepat waktiu Jumlah Salinan Putusan Perkara
" yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

oleh pengadilan Jumilah Putusan Perkara yang Diputus LA
tingkat banding
kepada pengadilan

Terwujudnya pengaju.

Proses Peradilan Persentase putusan

4 ¥3“9 Efektif, pengadilan yang Jumlah Putusan Yang Diunggah
| ransparan, " Pada Direktori n
Akuntable, diunggah pada Jumlah Putusan ya%%ﬁxwo%
esponsif Dan direktori putusan
odern

Persentase perkara
perdata pada Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding
. . yang Diajukan Menggunakan E — Court
tingkat banding Jamiah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan |00 %
yang menggunakan
fe-Court.
Persentase perkara|
pidana pada tingkat Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding
banding yang Yang Diajukan Menggunakan E — Berpadu X100%
menggunakan e- Jumlah Perkara Pidana Tinkgat Banding Yang Diajukan
Berpadu




Meningkatnya

Indeks kepuasan
pengguna layanan

Peradilan Yang

Profesional

Tingkat pengadilan
Keyakinan Dan |berdasarkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Kepercayaan standar layanan
Publik yang ditetapkan;
Indeks ProfesionalitiNilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP
i ASN) terdiri dari;
Ei;\:r:r?:;r A%':I) 1. Kompetensi (40%)
’ 2. Kinerja (30%)
Satuan Kerja 3. Kualifikasi (25%)
Pengadilan r Disiplin (5%)
Nilai Indikator ilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
Kinerja . Revisi DIPA (10%)
o . Penyerapan Anggaran (20%)
. Penyelesaian Tagihan (10%)
Anggaran (IKPA) . Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
Satuan Kerja . Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
Pengadilan . Belanja Kontraktual (10%)
Terwujudnya . Pengelolaan UP dan TUP (10%)
Manajemen . Capaian Qutput (25%)

Transparan DanNilai Kinerja

INilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

Perencanaan a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
Anggaran. - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/
(25%)
- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon | (25%)
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi
satker Nilai kinerja perencanaan anggaran
merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Nilai Indikator
Pemgelolaan Asetlindeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja
(IPA) Satuan ntuk mengukur kualitas tata kelola barang milik

Kerja Pengadilan

egara.

B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui
indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan

IKU, diwajibkan untuk

memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound
(SMART), yaitu:

1.

Specific (Jelas)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga
mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau
capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
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Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil
atau capaian kinerja (tidak berdwimakna/ bermakna ganda).

Measurable

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk menentukan kapan dapat
dicapai. Sedangkan indikator Kkualitatif adalah indikator yang bersifat
pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau
penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih
obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai
hasil dan biasanya lebih disukai.

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator
kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan informasi yang
dimiliki yang akan menghidupkan hasil program.

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan
indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau
dapat dikuatifikasi akan lebih mudah untuk mengumpulkan data, menghitung
capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang
mustahil untuk dicapai dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu
indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan
data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang
bersangkutan atau tidak, dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan
dikumpulkan untuk suatu indikator.

Relevant

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil
yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat
yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

Time Bond

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja
yang dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu.
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C. Analisa IKU PT DKI Bandung terhadap Kriteria SMART

ol G Penjelasan . Analisa
Kinerja ] Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Terwujudnya [Persentase SK Ketua | Karena indikator ini | Penyelesaian perkara | Penyelesaian | Berdasarkan
Proses Perkara yang Mahkamah Menggunakan secara tepat waktu, | perkara secara | SOP
$:rn;dgaf:ktif ::p::f:g'::ﬁ Jum‘-c;ui;:f;:‘:::f?\::lgi:f'::t;i:: waie i AQung  No. 26 | pendekatan meski merupakantusi | tepat waktu | penyelesaian
Transparan' ' ' Tahun 2012 | kuantitatif dengan | utama, sehingga dalam | merupakan perkara dan
Akuntable, ' tentang Standar | sumber data yang | kendali organisasi, | bagian dari | system di SIPP,
Responsif Pelayanan tersedia pada | sampai saat ini masih usahauntuk capaian hasil
Dan Modern Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggara:| Peradilan, yang | aplikasi Case | menjadi tantangan | mewujudkan kinerja IKU ini
Revisi DIPA (10%) mengatur tentang ; ' tersendiri bagi | kepastian bias dicapai per 3
Penyerapan Anggaran (20%) : Manajemen Sistem ;
Penyelesaian Tagihan (10%) jangka waklu | (gistem  Informasi pengadilan dan | hukum  pada | (tiga)bulan untuk
Dispensasi SPM (menjadi penyelesaian Panelusuran pemenuhan hak | masyarakat di pengadilan
pengurangan nilai IKPA) perkara di layanan kepada para | khususnya tingkat banding, S
. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) i Porkaen { SIPR) | o Sodal Wab nak. | 2Ulan di
f. Belanja Kontraktual (10%) engadilan, | maka dapat diukur | PIN@K. Sudah Walaupun | para pihak. | pengadilan
9. Pengelolaan UP dan TUP (10%) sehingga wajib untuk dapat dibantu melalui CMS, | sebagaimana tingkat pertamal
h. Capaian Qutput (25%) bagi setiap periode yang dapat memastikan | diatur oleh SK 3ﬁ{:1k 240 “35:
pangad:la‘n untuk diterdukan Kapan ketersediaan sumbef KMA  tentang Mahkamah
mematuhi standar dapat dicapai data, kendala dari | standar Agung,
jangka waktu ' tingkat  kompleksitas | pelayanan dan | sebagaimana
penyelesaian yang  berbeda  di | merupakan ketentuan pada
perkara, sesuai masing-masing  jenis | rumusan gﬁf’%’gf"
dengan tingkatan perkara, membutuhkan | indikator yang | pelayanan
pengadilan. strategi tersendiri untuk | diturunkan dari | peradilan.
mewujudkan ketepatan | sasaran
Untuk PT Bandung waktu penanganan | strategis
sebagai pengadilan perkara. Mahkamah
tingkat banding, Agung RI
3
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e _ . _ Y
Kinerja " e Specific Measurable Achievable Time Bond
jangka waktu Oleh  karenanya,
enanganan perkara indikator ini meski
diatur paling merupakan
ama 3 bulan sejak tantar!gan‘
perkara diterima. organisasi, namun

Oleh karena itu,
Lndikator ini disebut
pesifik karena
diatur khusus untuk
output di pengadilan
tingkat banding.

dapat dicapai, dan
dalam kendali
organisasi
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Saa, IKU Peniela Analisa
Kinerja DA Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Terwujudnya [Persentase Meningkatkan Persentase(%) Sesuai dengan SK | pengiriman Pelaksanaan
gmrgzzsl ge;w_gmmant T — persentase jlgthah Salinan | pirektorat Jenderal | salinan putusan | pengiriman
Y:ng E?:ktif. ta:::a:a'z: l:;::,-: == T;TQET;::zil.ﬁnfﬁ'ﬂ::ﬂﬁ'ﬁrﬁi:m“' igon penylefesaian dan ditili:‘la:an g:pnfl Badan Peradilan tepat waklu | Salinan putusan
Transparan, [pengadilan pengiriman Salinan | wakiy Umum merupakan sesuai dengan
Akuntable, fingkat banding Putusan/Penetapa | dibandingkan 934/DJU/SK.OT1.6 | pagian integral | SK  Direktorat
Responsif  |kepada Mengukur jumlah salinan putusan | nperkara (Perdata, | dengan total | /I /2025 Tentang | gari pelayanan | Jenderal Badan
PaniModen x:g:ﬂ'af‘ l;:“;;fuya‘:gp‘ﬁ'“u‘;feﬂg::;:: Pidana, dan Tindak ;f’r':;a" P'-":z?ig 29'“:3'"3"‘ peradilan prima | Peradilan
berpedoman pada Surat Dirjen Pidsna = Korupal) dikiimkan dalam 0!::raasli-onal kepada para | Umum
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal | Tinggi  Bandung | tertentu pada | FProsedur  (Sop) | yeagiian, serta | 1.6/ /2025
28 April 2021 Perihal Pengendalian | kepada Pengadilan | tahun berjalan. Penanganan menjadi abagian | Tentang
;:;3:’::::;:: Par:"““‘as' dan | pengaju Laporan i 0an | sari prinsip | Pembaruan
Ghal (Pengadilan Negeri manloqng den | Layanan akuntabilias dan | Standar
evaluasi Pengadilan Pada , A
Pada Pengadilan Tinggi Bandung | ¥an@  memutus | kepaniteraan Pengadilan Tinggi | ransparansi Operasional
perkara yang dikiimkan ke | perkara tersebut) | Pengadilan Tinggi | nan Pengadilan Lembaga Prosedur (Sop)
Pengadilan Pengaju terdiri dari | tepat waktu. Bandung juga NI . peradilan. adalah 1 Hari
Perkara Perdata, Perkara Pidana pengumpulan dan | i dengen kerja
Dan Perkara Tindak Pidana pengamatan jangka waktu 1 hari
Korupsi melalui SIPP - | dar minutasi,
(Sistem Informasi | pengadilan tinggi
Penelusuran bandung langsung
Perkara) melaksanakan
pengiriman Salinan
putusan dari

iz




Mahkamah Agung
RI

T IKU Penjelasan e
Kinerja : Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Eemiudﬂyﬂ Pe[rsantase Jumiah Putusan Yang Divnggeh Meningkatkan gsarl‘ba;n diukur | Pelaksanaan Salinan putusan | Pelaksanaan
utusan Pada Direktort Pulusan |
P:::gzan gengadﬂan yang !Nmi;%._."ummn yang Bimématasi 100 xg:::lase _mer?nl;an dingl:an gea:}ﬁ::gga;i?usan i:zglamd:::es:g:: :JE:T:Q"
if Jdit umla utusan . ?
¥ra:r?sp:rf:rthf'g;::l-:glg:hputfsa;:\a Mengukur putusan yang di unggah | Pengadilan Tingg Jyang dﬁmggah pada direktori | putusan menjadi | salinan putugan
Akuntable, pada direktori putusan, dengan | Bandung yang | (tercatat di | putusan  menjadi | pagian dari | melalui aplikasi
Responsif tujuan untuk mengukut kepatuahan | diunggah ke | Direktori Putusan) | bagian dalam | yeterbukaan SIPP
Dan Modern pengadilan : tingigak daladm Direktori Putusan diltlatﬁgia:"umlah tc’l1ai standar | informasi dilaksanakan
mengungga utusan a .
dlrakstlorlgg putusgn. ungggzan Mahkamsh Agung giterl:hitlﬁln!c:liw;:ayf‘atg ;p;::zl&n:ang ek Mahkamah pada hari yang
putusan  dilaksanakan paling | Republik oleh Pengadilan | o iooiian™ dar Agung RI sesuai | sama dengan
lambat saat perkara di minutasi Indonesia. Ini | Tinggi Bandung e ik dengan pelaksanaan
mencakup putusan dal:tm periode gutusan Keputusan Ketua | minutasi
waktu yang sama, s
ﬁdr::;a (tgxﬁé dikalikan 100%. | pelaksanan r:::gamaﬂ:publik :::il:c::.?sm?da
pengunggahan .
pildana anak), dan Salinan  pulusan Indonesia Nomor
Tindek  Pidena sudah terintegrasi | 2
Korupsi. melalui Sistem 144/KMAISKNIIIY
Tujuannya sangat Informasi 2022 tentang
jelas: mengunggah Penelusuran Standar
putusan FT Perkara (sipp) | Pelayanan
Bandung. tingkat banding dan | Informasi Publik
aplikasi  direktori | di Pengadilan
putusan
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Sasaran U = : Analisa
Kinerja iz Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
'T’erwujudnya Persentase Persentase Perkara Perdata | Indikator tersebut | Pengukuran Pengukuran
Proses perkara perdatal perkara  perdata pada Tingkat | sangat realistis dan persenstase dilaksanakan
Peradiian  jpada tingkall  jumis periare peviata Tingat Boviing diaiuka Banding yang | dapat dicapai ok o il ok
Yang Efektifpanding  yanglue s e oo | YANG Bjukan | gigiukan  melalui | dikarenakan perkara perdala | pa ahun
Transparan, jmenggunakan e- danfatau diproses | mekanisme ~ E- | memiliki factor | Pada tingkat | berjalan, serta
lAkuntable,  [Court Mengukur jumlah perkara perdata | pada tingkat | Court dapat | yang sangat kuat | banding  yang | dapat
Responsif pada tingkat banding yang | banding terukur dengan | diantaranya : menggunakan e- | dilaksanakan
Dan Modern menggunakan e-Court terhadap (Pengadilan pasti karena | 1. Dasar Hukum | oo sangat | monitoring
perkara yang diajukan secara Tinaai sesuai dengan dan  regulasi | di bul
konvensional sebagaimana diatur | 199! ¥ang | peraturan tentang RENIYON! THIANA. § ADGAES DUBNRFL
dalam  Peraturan  Mahkamah | Menggunakan Mahkamah Agung pelaksanaan mencerminkan | triwulanan dan
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022 | aplikasi e-Court | RI Nomor 7 Tahun administrasi proses yang lebih | smesteran.
tentang perubahan atas peraturan | yang kemudian | 2022 tentang perkara  dan | cepat, biaya
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun ; Perubahan  Atas persidangan :
20189 tentang Administrasi Perkara :aﬂntegrasi s:clara Peraturan elektronik. kil i
dan Persidangan dipengadilan | '2"9SUNd  CaldM | yiahkamah Agung | 2. Terdapat transparan,
secara elektronik sistem Informasi | Nomor 1 Tahun Sistem kemudahan
Pengadilan, pada | 2019, bahwa Elektronik yatu | akses, efektif
Pengadilan Tingkat | pendaftaran e-court yang | dala tatakelola
Banding, data | Perkara dan telah berjalan | a4minisirasi
permohonan layagafn secara  stabil perkara
administrasi dan belaku o
banding melalui e- | perkara  perdata secara moderinasi
court diteruskan ke | dilakukan secara nasional. peradilan,
aplikasi siPP | Elektronik. 3. Jumlah peningkatan
Tingkat Banding. advokat kualitas layanan
Mulal dari Stahar Gon | i
menggunakan P d
Pendaftaranfregister e-Court Sangat
perkara hingga| Signifikan.
minutasi 4, Dukungan
SDM
5. Efisien, biaya
murah dan
efektif.
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Mahkamah Agung Nomor 4 tahun
2020 tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana
Dipengadilan Secara Elekironik

Perkara Elektronik
melalui e-berpadu

meliputi :

Akta Permohonan
Banding, Memori
Banding, Kontra

Memori Banding,
Relas
Pemberitahuan,
dokumen Budle A,
Dokumen Bunle B.

RI telah melakukan
kerjasama melalui
Mota

Kesepahamam

(Mol) dan
Perjanjian Kerja
Sama (PKS)
dengan instasi
penegak hukum
lainnya, yaitu
melalui Nota
Kesepahaman

Sasaran ey Bt Analisa
Kinerja : YO Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
[Terwujudnya | Persentase Indikator berfokus | Indikator ini dapat | Mahkamah Agung [Pelaksanaan Pengadilan
Pmses perakrs wmnlah Perbara Pidana Tinghsr Bandin, dﬂakURan t ‘ h melaki.lk I'l i i i
Peradian pidana pada | Sk pyrboms Pldoa thgles Sy, kfepada perkara Panulireeh ela an |perkara pidana yang| Tinggi lBandung
lYaﬂg Efektif tjﬂgka‘ uminh Perkara Pidana Tinkgar Bamaling Yemg '.'m,ruhs*‘ p'dana yang dimana pﬁngemb&ﬂg\an e‘nggunakan E"‘ Me!al LII SOP
Transparan, | banding yang diajukan  upaya | persenstase berbasikan rpadu merupakan| Kepaniteraan
Akuntable, menggunakan hukum  banding | perkara  Pidana | feknologi ~ pentuk reformasi | yang telah
Responsif e-Berpadu. yang mana dalam | Pada tingkat | indormasi, melalui hirokrasi dari ditetapkan sesuai
Dan Modern proses Banding yang | e-berpadu seluruh |sqministrasi dengan SK
Mengukur pelasanaan administrasi e . menggunakan e- | pelaksanaan
perkara dan persidangan perkara | 20ministrasi berpadu  adalah : . erkara Pidana, Direktur Jenderal
: ka administrasi hi badan Peradil
pidana pada tingkat banding yang | Perkara perbandingan rara and ngga tugas adan Peradiian
menggunakan e-Berpadu dan | menggunakan antara Perkara z' i pk K kok dan fungsi Umum, bahwa
melakukan perhitungan | aplikasi e-berpadu | yang  diajukan | G@8m  CHAKUKAN L0 qadili perkara | perkara pidana
perbandingan dengan administrasi | b4 perkara pada tingkat sfecara efektif dan idana menjadi yang pada tingkat
perkara pidana yang diajukan : .. | banding efisie sesual ; :
sacara konvenaional. Pidana, Pl.dana menggunakan e- | dengan Perma 8 en?akin efektif dan | banding yang
Peaksanaan administrasi perkara | Anak dan Tindak | Berpadu dan | Tahun 2022. efisien. menggunakan e-
pidana pada tingkat banding yang | Pidana Korupsi. Perkara Perkara | ygiam berpadu dapat
:uanggunakan &berga:u sezzuzai Yang diajuk:n pelaksanaanya dilaksanakan dan
engan perma 8 Tahun 2 e pada tingkat _ kur balk
tentang Perubahan atas Peraturan FYENTHISRI banding Mahkamah Agung i

secara regulasi,
waktu dan sistem
yang telah
dibangun.
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Kinerja

Analisa

Measurable

; :

Relevan

Nomor
03/KMA/NK/NVI202
2.

Serta MOU dengan
Panglima TNI dan
juga PKS dengan
12 satker TNI
(Puspom TNi,
Babinkum TNI dan
Oditurat  Jenderal
TNI)
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_Analisa

Sasaran
Kinerja = e Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Meningkatnya| Indeks Indeks ini didapat | Pengukuran Pengadilan memilii | Kepuasan Pengkuran
Tingkat kepuasan dari hasil survey indeks kepuasan | kewenangan Pengguna dilakukan dalam
Keyakinan penggun Tuctmks Koprvasan Peagaruna Layaman Pengadilan | yaﬂg dilakukan penggl.l!‘!a layanan penuh dan Mencafminkan pBﬂOdﬁ .
Dan layanan pengadilan | oiting terntentu  yaitu
Kepercayaan | pengadilan berdasarkan berdasarkan angsung leradap | kualitas (triwulanan dan
Publik berdasarkan kepada standar layanan | kualitas  layanan | pelayanan Publik | tahunan),
standar Mengukur mutu kinerja pelayanan | PERMENPAN yang ditetapkan | yang  diberikan, | | embaga evaluasi  dan
?ﬂft;’:a??"g Pengadilan Tinggi dalam | Nomor 14 Tahun ‘::ka;"“ka;‘ " standar  layanan | peradilan sejalan g;::ﬁ:;’z”‘
Prn; memberikan pelayanan publik | 2017 tentang info?rnasi yslem | sudah ditetapkan, | gengan  prinsip R
kepada  Pengadilan  Tingkat | Pedoman hitps:/fesurvey.bad :l‘;a::":s' & taru; peradilan  yang | hasil aruvel
Pertama dan masyarakat. Indikator | Penyusunan lum.mahkamahag ﬂa “Nf:"it'mm:’ " bersih, pada periode
tersebut secara spesifik mengukur | Survey Kepuasan | Una.co.id dan ge?:g di:e r;;:? d:n transparan dan | tersebut.
tingkat  kepuasan  pengguna | Masyarakat Unit | telah sesuai | ' akuntable, serta
; dengan parameter | ditingkatkan, Pengukuran
layanan pengadilan antaralain | Penyenggara perhitungan sehingga mendukung ekt final
adalah para pencari keadilan, | Pelayanan Publik. | sebagaimana parameter tersbut pelaksanaan dilakukan dalam
advokat, jaksa, instansi terkait, dan | Variabel tertuang  dalam ; : Reformasi kurun waktu 1
dapat dicapai dan )
masyarakat pengukurannya PERMENPAN ddiam kendali | Birckrasi. Tahun.
terhadap  kualitas  layanan | adalah: Nomor 14 Tahun | = o
2017 tentang | ©9 -
pengadilan yang diberikan | persyaratan Pedoirias
berdasarkan standar layanan yang | pelayanan, sistem, | penyusunan
telah ditetapkan. mekanisme  dan | Survey Kepuasan
prosedur Masyarakat  Unit
Penyenggara
k
pelayanan, waktu | o favanan Pubiik
penyelesaian,
biaya/tarif, produk
spesifikasi  jenis
layanan,
kompetensi
pelaksana,
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dengan kinerja
seperti

Sasaran KU Analisa
Kinerja FRREs Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
perilaku
pelaksana,
penanganan
pengaduan,
sarana dan
masukan, sarana
dan prasarana.
Terwujudnya | Indeks Instrumen  pengukuran  untuk | Nilai Indeks | Nilai Indeks | Pada ke-4 fakior | [P ASN sangat | Jangka wakut
[Manajemen | Profesionalit menilai  tingkat profesionalitas | pfesionalit Profesionalitas yang menjadi | tuk | pencapaian
Peradilan as Aparatur | setisp pegawai Aparatur Sipil Art;esl::n:m asSi i Aparatur Sipil | penilaian IPASN, ;:::a “k M Indeks
Yang Sipil Negara | Negara (ASN) serta memetakan | ~P2r@ P| Negara (IP ASN) | selurunnya telah WOWWRY. Profesionalitas
Transparan | (IP ASN) | dan meningkatkan kualitas sumber | Negara (IP ASN) | gilakukan dengan | didukung dengan | Sebagai Indikator | Aparatur  Sipil
Dan Satuan Kerja | daya manusia (SDM) agar kinerja | adalah ukuran | pendekatan 4 | regulasi dan sistem | Kinerja Utama | Negara dalam
Profesional Pengadilan organisasi  pengadilan  dapat | statistik yang | parameter yang baik secara | (IKU) di | kurun waktu 1
mencapal tujuan strategisnya P — x | diatnaranya terpusat oleh | jinak Tahun
R - r: i adalah: Mahkamah Agung Png ur:jgf L pelaksanaan
men?gam =L 1. Kometensi RI. kil | Kinerja,
kualitas (40%) 1. Kompetensi karena berfungsi | Evajuasi  dan
profesionalisme 2. Kinerja (30%) melalui  diklat | sebagai Monitoring
PNS dan PPPK. | 3. Kualifikasi terstruktur dan | jnstrumen health | dilakukan baik
Berdasarka (25%) dukungan heck organisasi, | S€cara bulanan,
et Badan | 4 Disiplin (5%) Teknologl e ’f’a' “ | iwulanan dan
uran Badan | sesyai  dengan Informasi e | ' cungguian tahunan.
Kepegawaian Peraturan Badan Learning. suatu Pengadilan
Negara (BKN) | Kepegawaian 2. Kinerja, melalui | tidak hanya
Nomor & Tahun | Daerah Nomor 8 melalui diukur dari
201 tahun 2019 kebijakan- kuantit K
i kebijakan yang vantias :e :hargl
terukur yang . ernasi
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rp— 5 Analisa

Kinerja Penjelasan Measurable Achievable Relevan Time Bond
(pelaksanaan elainkan juga dari
2l AMPUH, g aiitas tata kelol
Z::;’;?::g:i rganisasi. Kualita:
SOP) serla fersebut tercermin
dukungan ari sumber day:
;Aeugev_ ) anusia ya

roasiskan imiliki, yait

I,?g?,ﬂ:g: paratur ya
menjadikan emiliki  kualifikas

kinerja  dapat
terukur dengan
jelas, sehingga
parameler-
parameter
keberhasilan
dapat dicapai
dengan akurasi

akses
Pendidikan yang
terbuka dan
beasiswa,

ompetensi  ya
rofesional, kinerj
ang optimal, se
ingkat disiplin dan
epatuhan yang
inggi terhadap
etentuan peraturan
perundang-
undangan.
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Sasaran
Kinerja

Al

Achievable

4. DISIpIIn .yang

didukung
dengan
kebijakan-
kebijakan dan
peraturan yang
mengatur
secara  tegas
serta  adanya
dukungan
Teknologi
Infomasi  Baik
Pusat dan
Daerah  yaitu
presensi online
dan berbasiskan
geolokasi
melalui aplikasi
SIKEP, Indikator
Kera Aparatur
(IKA) dan
Monitoring IKA.
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(25%)

Sasaran Analisa
Kinerja KU Penjolasan Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Temqjudnya Nilai ‘indikator Instrurr}en pengukuran  untuk [Penilaian Indikator IKPA memiliki | Nilai Indikator Kinerja |Indikator Kinerja Ind_ikator i
Manajgmen Kinerja menilai kualitas klnerj_a Kinerja Pelaksanaan pengukqmn yang | Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Peradilan Pelaksanaan pelaksanaan anggaran belanja komulatif, Analisa | Anggaran  (IKPA) |Anggaran (IKPA) Anggaran (IKPA
Yang Anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja finggaran  (IKPA) keberhasilan Satuan Kerja |pada Satuan Kerja | pada Satuan Kerj
Transparan | (IKPA)Satuan | (Satker) Pengadilan serta [dilakukan  dengan | giykur Pengadilan bersifat [Pengadilan relevan | Pengadilan bersifa
Dan Kerja memastikan bahwa anggaran jmengguanakan menggunakan dapat dicapai karena secara time bound kare
Profesional Pengadilan negara yang telah disetujui dalam peberapa paramter | formula rata-rata | (achievable) karena |angsung seluruh  indika
Daftar Isian Pelqksanaan itu diantarnya tertimbang_ ‘ dari indikafur men_cenninkan . pan_ignlapnya
terdiridari: Anggaran  (DIPA)  digunakan dilidic setiap indikator | penilaiannya berada kualitas pengelolaan| memiliki
DIPA 01 secara efisien, efektif, akuntabel, B atau  parameter | dalam kendali dan pelaksanaan | waktu yang jela
DIPA 03 dan sesuai dengan perencanaan |8. eVisi DIPA | penilainya, rang | satuan kefa dan janggaran dalam dan terukur, sepel
serta regulasi yang Dberlaku. (10%) pengukuran berfokus pada mendukung jadwal penyerapan
_ b. Penyerapan menggunakan nilai | kepatuhan terhadap ncapaiqnlugas anggaran,
Pelaksanaan Daftar Isian Pagu Anggaran ambang 1-100 | ketentuan serta dan fungsi penyampaian
Anggaran (DIPA) Pada pengadilan 20% dimana memiliki | ketepatan waktu [peradilan. IKPA laporan keuangan
Tinggi Bandung terdiri dari : ( ) i parameter: pelaksanaan engukur pengajuan
1. DIPA Badan Urusan |¢- Penyelesaian 1. Sangat Baik > | anggaran. Didukung kepatuhan terhadap| pembayaran, serta
Administrasi (DIPA 01). Tagihan (10%) 95, oleh regulasi dan ketentuan, pemenuhan
2. DIPA Badilum (DIPA 03) d. Dispensasi 2. Baik (89 s.d | sistem pengelolaan jefektivitas kewajipan
SPM (menjadi 95). anggaran yang jelas, [penyerapan administrasi
3. Cukup (70 sd | serta karakteristk langgaran, serta bulanan dan
pgngurangan 89). anggaran yang relatif ketertiban tahunan. Batasan
nilai IKPA) 4. Kurang (<70) | stabil, target IKPA [administrasi waktu  tersebuf
e. Deviasi Hal. 3 dapat dicapai melalui keuangan yang mendorong satuar
DIPA (15%) disiplin, koordinasi, berpengaruh
f. Belanja dan ketertiban [langsung terhadap | melaksanakan
S a— administrasi  tanpa |kelancaran anggaran seca
nisiwhainca memeriukan pelaksanaan tepat waktu sesua
(10%) penambahan program dan ketentuan,
g. Pengelolaan sumber daya. egiatan satuan sehingga
UP dan TUP efja. mendukung
o, ketercapaian
(10%) kinerja anggaran
h. Capaian Output SeCam optirnn%?.
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perencanaan yang baik

fisiensi satker
ilai kinerja
erencanaan
nggaran
erupakan
engukuran
inerja
erjalan.

tahun

dicapai secara
realistis.

Sasaran N5 Analisa
Kinerja KU Penjelesan Speific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Terwujudnya | Nilai Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan [Nilai Kinerjal Nilai Kinerja | hasil kinefja tersebut |kinerja perencanaan | satuan kerja
Manajgmen Perencanaan Anggau:an adalah ukuran yang [Perencanaan Perencanaan dapal_dicqpai melalui anggaran memiliki meqetapkan
Peradilan | Anggaran menunjukkan kualitas Anggaran: A_nggaran -da.pa! koordmasi yang mnlangs_mg komitmen  untuk
L. DIPA 01 fate Pargacian oot qwy [Ctekmssceger TUL, RO | Bate, ot ookt |outwet o
D?: sparen DIPA 03 siﬁaia“"gatahi'l * a::;"gar:: nilai 75% yang ya'f: lﬁ;:ah sel;ezgi mgm pejabar: : ipF?:ngadgan ;an;ipun‘laan
Profesional galjalan. h:ii:i_;nitmnjadillzggian Eerdgad;ri';n :li:?k:anak?n dan perencmnak dan |Perencanaan " perencanaan
ari ndikator inerja akukan pelaporan, | pengelolakeuangan, fanggaran anggaran secara
Pelaksanaan Anggaran {IKPﬁfJ, Indikator | serta pa?:ksg?\aan serta melalui jme astkay:ng berkelanjutan
khususnya pada aspek kualitas Sasaran pada Capaian dan | pemahaman vyang [ketersediaan dana pada setiap
perencanaan pelaksanaan Strategis | Efisiensi SBK memadai fterhadap |secara lepatwaktu | periode
anggaran. K/L (25%) kebutuhan anggaran |dan tepat sasaran, | pelaporan. Upaya
- Agregasi kegiatan pengadilan. [sehingga mendukung | perbaikan
Nilai tersebut mencerminkan Capaian Perencanaan slancaran tersebut
;.;ejau;d“ .mana anggaran IKP  Unif disusun badangan Iengmmanh dnarahk:n m:nwk
e E;;}”“ ' pola realisasi peningkatan kuaiias | akuras
s Disusun secara realistis (25%) anggaran  tahun- |layanan kepada perencanaan dan
dan akurat - Agregasi tahun sebelumnya |masyarakat, serta menekan '
. Eelargs dezﬁan tugas dan ggpaisaar;kan g:; ksanakarﬂﬁensﬁkan i Iéebululm han revisi
ngsi peradilan ' '
« Minim perubahan selama (30%) kegiatan, sehingga |keuangan negara
pelaksanaan b. Efisiensi 25% target kinerja
 Didukung dokumen aitu agregasi nilai perencanaan dapat
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Sasaran Analisa
Kinerja KU Porjetann Specific Measurable Achievable Relevan Time Bond
Terwujudnya | Nilai Indikator pengelolaan  asef capaian Nilai IPA | capaian Niai IPA [pengelolaan asetyang satuan kerja
anajemen | Pemgelolaan difokuskan pad gin?lai berdasarkan tersebu! dapat_ bailk memiliki menetapkan
Peradilan Aset  (IPA) penatausahaan indikator dwujudkan melalui |keterkaitan langsung komitmen untuk
'Yang Satuan Keria BMN vana meliputi Kuantitatif, antara | peningkatan dengan pelaksanaan melakukan
Transparan K o] yang meliput in  ketepatan | koordinasi  antara fugas dan fungs| pemutakhiran
Dan Pengadilan pencatatan ’ase wakiu pelaporan | pengelola BMN, | ilan. data aset,
Profesional etap, Inventarisas| gy tigak adanya | bagian keuangan, jnegara berupa tanah) inventarisasi fisik,
sik,  rekonsiliasi ggjisih nilai dan | dan unit terkait di jgedung, dan sarand dan rekonsiliasi
ata BMN, sertal jumiah aset hasil | lingkungan prasarana penunjang BMN secara
etepatan  waktul rekonsiliasi, serta | Pengadilan. Selain |merupakan elemen| berkala  pada
enyampaian kepatuhan itu, dukungan [penti da setiap  periode
aporan BMN| terhadap kompetensi sumber me ung pelaporan. Upaya
elalui sistem yan ketentuan daya manusia dan kela tersebut
itetapkan. Fokus| Pengelolaan BMN. | pemanfaatan penyelenggaraan dilakukan
ersebut diarahkan Vi@ yang | aplikasi pengelolaan |peradilan. Oleh karend sebagai bagian
bntuk  memastika diperoleh BMN secara optimal peningkatan dari pengendalian
ksassusian dat mencerminkan menjadi faktor litas pengelolaan berkelanjutan
= tingkat kesesuaian | pendukung = berkontibus| dengan  target
set antara aplikas data aset dan | tercapainya kinerja [te ap peningkatan peningkatan Nilai
engelolaan BMN| wepatunan satuan | pengelolaan  aset jus pelayanar| IPA pada tahun
an laporan| kerja  terhadap | sesuai target yang dan anggaran
keuangan satuan standar ditetapkan. akuntabilitas berikutnya.
kerja. pengelolaan aset slolaan
yang berlaku. ngan negara.
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